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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menimbulkan
kekhawatiran akibat adanya penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dilakukan
oleh perwakilan negara asing terhadap rakyat sipil. Penelitian ini bertujuan untuk
mengkaji bagaimana tanggung jawab negara pengirim saat terjadi penyalahgunaan
kekebalan diplomatik berdasarkan kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal
Khashoggi yang terjadi di Konsulat Arab Saudi, Turki. Penelitian ini menganalisis
bentuk pelanggaran yang terjadi serta menjelaskan bagaimana Arab Saudi
seharusnya bertanggung jawab dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik
antara Arab Saudi dan Turki. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian
normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil dari
penelitian ini menemukan bahwa Arab Saudi memiliki tanggung jawab
internasional atas pelanggaran hukum diplomatik karena telah menggunakan
gedung konsulat tidak sesuai dengan fungsinya. Akibat dari adanya
penyalahgunaan kekebalan diplomatik ini menyebabkan ketegangan politik dan
kerugian ekonomi antara Arab Saudi dan Turki. Kasus ini tidak hanya
memperburuk hubungan diplomatik antara kedua negara, tetapi juga menegaskan
pentingnya prinsip non-impunitas dalam menanggapi pelanggaran berat terhadap
hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Negara, Kekebalan Diplomatik, Hubungan
Bilateral ' '
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ABSTRACT

This research is motivated by the numerous cases that have raised concerns due to
the abuse of diplomatic immunity by foreign state representatives against civilians.
This research aimed to examine how to responsibility of sending state in the event
of abuse of diplomatic immunity based on a case study the assassination of Saudi
Journalist Jamal Khashoggi at the Saudi Arabian Consulate, T: urkey. This research
analyzes the form of violations that occurred and explains how Saudi Arabia should
be responsible and the impact on diplomatic relations between Saudi Arabia and
Turkey. This legal research employs a normative methodology with legislative and
case study approaches. The finding indicates that Saudi Arabia bears international
responsibility for breaches of diplomatic law due to the misuse of consular premises
inconsistent with their functions. The abuse of diplomatic immunity has resulted in
political tensions and economic losses between Saudi Arabia and Turkey. This case
not only exacerbates diplomatic relations between the two states but also

underscores the importance of the principle of non-impunity in addressing serious
violations of human rights.

Keywords: State Responsibility, Diplomatic Immunity, Bilateral Relations
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab suatu negara (state responsibility) merupakan suatu prinsip
dasar pada hukum internasional, dalam prinsip ini menyimpulkan bahwasanya
setiap kali terjadinya suatu pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh
suatu negara yang merugikan negara lain, maka tanggung jawab internasional akan
ditetapkan kepada kedua pihak yang terlibat. Prinsip dasar tanggung jawab negara
muncul dari hakikat sistem hukum internasional itu sendiri dan dari doktrin

kedaulatan negara serta kesetaraan negara.*

Prinsip awal yang mendasari tanggung jawab negara terdapat dalam Article
1 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang berbunyi “Every
internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that
State” menjelaskan bahwa, tiap tindakan melawan hukum internasional sebuah
negara diperlukan pertanggungjawaban internasional negara itu. Maka dari itu,
setiap pelanggaran hak yang terjadi pada negara lain, negara tersebut berkewajiban
untuk bertanggung jawab dan memberikan reparasi atau perbaikan atas pelanggaran

hak sebagaimana yang telah dijelaskan pada Article tersebut.

1 Malcomn N. Shaw, International Law, (Cambridge University Press: 2021), hal. 778.



Terdapat dua istilah yang merujuk pada pertanggungjawaban dalam hukum
internasional yaitu liability dan responsibility.? Responsibility atau tanggung jawab
negara pada awalnya merupakan seperangkat aturan internasional yang mengatur
tentang kewajiban internasional negara dalam hubungannya dengan negara lain,
seperti membayar kompensasi atau memperbaiki dari kesulitan yang dialami oleh
warga negara dari negara lain. Apabila dilihat dari sudut pandang negara yang
dirugikan, tanggung jawab negara mewakili kekuasaan negara untuk melindungi
warga negara nya diluar batas-batas nasionalnya. Dalam sebuah negara memiliki
perlindungan diplomatik terhadap warga negaranya dimanapun berada, termasuk
wilayah negara lain. Aspek ini dalam hukum internasional disebut sebagai
perlindungan diplomatik.> Perlindungan diplomatik ini berfungsi sebagai
mekanisme bagi negara untuk ikut andil apabila warga negaranya mengalami

situasi sulit, seperti penahanan sewenang-wenang atau penganiayaan.

Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961,
perlindungan negara merujuk pada hak serta kewajiban negara dalam melindungi
warga negaranya terkait dengan cedera yang dialaminya dengan mengajukan
tuntutan kepada negara penerima, hal ini dilakukan melalui perwakilan diplomatik
dan konsuler. Meskipun definisi perwakilan diplomatik ini tidak ditetapkan secara
eksplisit dalam Konvensi tersebut, namun pada Vienna Convention on Diplomatic

Relations 1961 terdapat dasar hukum dari perlindungan diplomatik yang bisa dilihat

2 W Sundari, Skripsi:“Tanggung Jawab Internasional Negara”, (Bandung:Universitas
Pasundan: 2017), hal. 40.

3Sucharitkul Sompong, “State Responsibility and International Liability Under
International Law”, Golden Gate University School of Law, Vol. 18 No. 821, 1995, hal. 823.



di beberapa Article, yaitu pada Article 22, 29 dan 31. Article 22 dan 29 menyatakan
bahwasanya agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable) dan tidak
dapat diganggunya kediaman agen diplomatik, serta Article 31 mengatur tentang
kekebalan yurisdiksi, dimana seorang agen diplomatik memiliki kekebalan

yurisdiksi pidana dan perdata di negara penerima.

Definisi lain mengenai perlindungan diplomatik juga telah dijelaskan oleh
International Law Commission (ILC) yaitu dalam Draft Article 1 on Diplomatic
Protection yaitu perlindungan diplomatik sebagai seruan oleh suatu negara atas
tanggung jawab negara lain atas kerugian yang timbul akibat tindakan melanggar
hukum internasional dari negara tersebut terhadap warga negara dari negara
sebelumnya.* Draft Article ini telah dipandang sebagi pernyataan yang pasti dari
aturan hukum kebiasaan internasional tentang perlindungan diplomatik. Hal ini
dibuktikan bahwa Article ini telah dikutip oleh Mahkamah Internasional dalam

kasus Ahmadou Sadio Diallo (Republik Guinea v. Republik Demokratik Kongo).

Sedangkan Liability, sebagaimana dalam Article 35 on Diplomatic
Protection, Liability didasarkan pada bahwa tidak adanya kesalahan yang
mengurangi kompensasi kerusakan yang disebabkan oleh tindakan suatu negara.
Tanggung jawab negara tidak berdasarkan dari kesalahan atau kekeliruan/sebuah
tindakan melainkan dilihat dari akibat yang ditimbulkan atau yang diderita oleh

orang-orang yang berada diluar batas wilayahnya.> Singkatnya liability adalah

4 Dugard John, “Articles on Diplomat Protection™, https://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html,
diakses pada tanggal 15 Agustus 2024.
> Sucharitkul Sompong, Op Cit, hal. 829.



https://legal.un.org/avl/ha/adp/adp.html

pertanggungjawaban hak serta kewajiban secara aktual seperti kerugian dan
ancaman kepada pihak yang dirugikan, sedangkan responsibility mengacu

pertanggungjawaban yang diatur berdasarkan ketentuan hukum.

Salah satu tindakan melanggar hukum internasional oleh suatu negara
adalah penyalahgunaan terhadap kekebalan diplomatik. Penyalahgunaan terhadap
kekebalan diplomatik ini dapat menyebabkan terjadinya krisis dalam pelaksanaan
hubungan antar negara. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Headley Bull, yang
merupakan Profesor Hubungan Internasional, bahwa hubungan diplomatik
merupakan pelaksanaan hubungan antar negara serta entitas lainnya yang terlibat
dalam politik dengan kebijakan resmi yang berlangsung secara damai.® Krisis yang
timbul karena penyalahgunaan kekebalan diplomatik dapat mengganggu stabilitas

hubungan internasional.

Berdasarkan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961
(Selanjutnya disebut: VCDR), hubungan diplomatik merupakan landasan utama
dalam hubungan internasional yang mengatur pertukaran misi diplomatik dan
memberikan hak hak keistimewaan serta kekebalan bagi agen diplomatik/pejabat
diplomatik.” Tujuan dari Konvensi ini sebagaimana yang telah disebutkan pada
Article 29 VCDR 1961 yaitu menjelaskan bahwasanya agen diplomatik dipastikan

bisa menjalankan misinya dengan aman dan efektif tanpa adanya gangguan dari

& Abdurrahmanli Elvin, “Definition of Diplomacy and Types of Diplomacy Used Between
States”, Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 3 No. 3, 2021, hal 3.

7 Dada Isaac Owoeye, dkk, “Diplomatic Immunities and Violation of the United Nations®
Universal Declaration of Human Rights (UDHR)”, Journal of Research in Humanities and Social
Science, Quest Journal, Vol. 10 No. 4, 2022, hal. 25.



negara penerima.® Sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa

tekanan dari pihak lain.

Kekebalan dan keistimewaan diplomatik dibagi menjadi dua bagian yaitu
inviolability dan immunity. Inviolability merujuk pada perlindungan pejabat
diplomatik segala bentuk tindakan dan gangguan yang merugikan yang dilakukan
oleh organ-organ pemerintah atau alat kekuasaan negara penerima, termasuk hak
untuk memperoleh perlindungan dari aparat pemerintah negara tersebut. Sedangkan
immunity berarti kekebalan dari yurisdiksi pengadilan negara penerima, baik ranah
hukum perdata ataupun publik. Kekebalan diplomatik atau diplomatic immunity
merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat (inviolability) yang menjamin

perlindungan penuh bagi pejabat diplomatik selama menjalankan tugasnya®.

Pada penelitian ini, kekebalan diplomatik akan difokuskan pada kekebalan

diri pribadi dan kekebalan yurisdiksional.

1. Kekebalan diri pribadi, diatur dalam Article 29 dan 37
(1).

Article 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang berbunyi
“The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable
to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with
due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his
person, freedom or dignity”.

Artinya, bahwa seorang agen diplomat tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat
dimintai pertanggungjawaban atas apa pun baik penahanan maupun penangkapan.
Article 37 “The members of the family of a diplomatic agent forming part

of his house hold shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy
the privileges and immunities specified in articles 29 to 36”

8 Article 29, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.
% Syahmin, A.K., Hukum Diplomatik, (Bandung: CV.Armico, 1996), hal. 121.



Pada pasal ini juga mengatur kekebalan terhadap anggota keluarga agen diplomatik,
jika bukan warga negara penerima, maka anggota keluarga agen diplomatik juga
mendapatkan hak-hak istimewa sebagaimana yang telah diatur dalam Article 29

hingga 36 VCDR 1961.

Banyak negara telah menerapkan hal tersebut, di mana para pejabat
diplomatik tidak boleh diganggu serta wajib mendapatkan perlindungan dari negara
penerima. Pejabat diplomatik berhak memperoleh perlindungan tersebut sehingga

mereka terlindungi dari gangguan yang dapat merugikan dirinya.

2. Kekebalan yurisdiksi, sebagaimana dinyatakan dalam Article 31 (1) dan 41
VCDR 1961, melindungi agen diplomatik dari yurisdiksi kriminal negara penerima.
Agen diplomatik tidak tunduk pada yurisdiksi perdata, kecuali dalam kasus-kasus

berikut:*°

a) Harta benda tetap di wilayah negara penerima;

b) Kasus-kasus suksesi di mana eksekutor, administrator, atau penerima kuasa
adalah individu pribadi dan bukan negara pengirim; dan

c) Kasus-kasus yang melibatkan kegiatan profesional atau komersial yang
dilakukan oleh agen diplomatik di luar tugas resminya Kekebalan
diplomatik diberikan sesuai dengan kebiasaan internasional, yang
dibuktikan dengan berbagai prosedur yang diberlakukan oleh berbagai

negara.

10 Syahmin, A.K., Op Cit, hal. 122



Pemberian kekebalan diplomatik bersumber dari kebiasaan internasional
yang tercermin dari berbagai praktik yang sudah dilaksanakan oleh berbagai negara.
Kebiasaan internasional merupakan hukum yang berasal dari kebiasaan negara-
negara yang kemudian diterima sebagai hukum oleh komunitas internasional.
Definisi dari kebiasaan internasional ini diatur dalam Article 38 (1) b, Statute of

the International Court Justice.

Pemberian kekebalan diplomatik telah ada sejak abad ke-16, dimulai ketika
pertukaran duta besar antara negara-negara di Eropa sudah menjadi hal yang biasa
dilakukan, meskipun terdapat banyak bukti bahwasanya duta besar pernah terlibat
dalam pengkhianatan terhadap negara penerima namun tidak dapat diadili di negara
tersebut.’* Selanjutnya pada abad ke-17, pada tahun 1706 telah terdapat kasus di
Britania Raya dimana duta besar Uni Soviet ditangkap karena telah melakukan

suatu penipuan.

Menanggapi kejadian ini, Kaisar Uni Soviet memberikan ultimatum kepada
Ratu Anne dari Britania Raya, mengancam akan menyatakan perang apabila
pemerintah Britania Raya tidak menyampaikan permintaan maaf. Sebagai respon
atas tindakan pemerintah Uni Soviet, pemerintah Britania Raya justru mengusulkan
Rancangan Undang-Undang kepada kedua Majelis Parlemen yang menetapkan
bahwasanya setiap wakil asing harus dianggap suci dan tidak boleh diganggu gugat.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut mengatur kebijakan mengenai

1Yanti R, Putri LH, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Kekebalan dan Keistimewaan
Diplomatik oleh Pejabat Diplomatik Menurut Konvensi Wina 1961 (Kasus Penyelundupkan oleh
Sekretaris | Kedutaan Besar Korea Utara di Bangladesh), Jurnal Iimiah Mahasiswa Bidang Hukum
Kenegaraan, Vol. 3 No. 3, 2019, hal. 411.



pembebasan diplomat asing dari yurisdiksi perdata dan pidana, yang kemudian
dikenal sebagai 7 Anne, Cap.12.2/706.'> Undang-undang ini kemudian menjadi
dasar bagi prinsip kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang berlaku hingga saat
ini.

Seiring berkembangnya kebiasaan internasional, tindakan-tindakan yang
melanggar hukum internasional salah satunya adalah pelanggaran terhadap hak-hak
kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut masih terus terjadi. Salah satu
contohnya adalah adanya pembunuhan terhadap jurnalis Arab Saudi, Jamal
Khashoggi di Konsulat Arab Saudi di Turki.”* Terjadinya kasus ini memicu

ketegangan antara kedua negara yang terlibat.

Kasus tersebut terjadi tanggal 2 Oktober 2018, kematian Jamal Khashoggi
memunculkan berbagai narasi yang bertentangan bagaimana dia dibunuh dan siapa
yang bertanggung jawab. Para pejabat Arab Saudi mengatakan bahwa Jamal
Khashoggi dibunuh dalam operasi jahat yang membujuknya untuk kembali ke
kerajaaan. Sementara para pejabat Turki menjelaskan bahwa Jamal Khashoggi
dibunuh oleh para agen yang bertindak atas perintah pejabat tinggi Arab Saudi.
Banyaknya narasi yang muncul mengenai kasus ini memicu berbagai kontroversi

karena aspek-aspek spesial yang ada pada kasus ini.** Aspek yang perlu diketahui

12 1bid, hal. 412.

18 BBC, “Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist’s death”,
https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399, diakses pada tanggal 31 Agustus 2024.

14 BBC News Indonesia, “Rekaman Rahasia Pembunuhan Wartawan Arab Saudi, Jamal
Khashoggi: Anda Bisa Mendengar Mereka Tertawa”, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-
49874546, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.



https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49874546
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-49874546

adalah fakta pembunuhan terhadap Jamal Khashoggi yang telah dibunuh oleh di

dalam gedung konsulat yang mempunyai imunitas.

Pada kasus ini, Turki tidak diberikan izin untuk melakukan penyelidikan
dan harus mendapatkan persetujuan dari Arab Saudi untuk memasuki konsulat,
sebagaimana hukum internasional telah mengatur perlakuan terhadap perwakilan
diplomatik. Sehingga di situasi ini, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) harus
menjadi prioritas utama, mengingat bahwasanya setiap individu dilahirkan
memiliki martabat dan hak setara sebagaimana yang telah disebutkan pada Article
1 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948. Hak asasi manusia
bersifat inheren dan tidak dapat dipisahkan dari individu. Tidak seperti hak
imunitas yang diatur oleh Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 dan

Vienna Convention on Consular Relations 1963 yang memiliki batasan tertentu.

Selain itu, Article 19 (2) International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR) juga menekankan pentingnya kebebasan berekspresi yaitu
mencakup hak guna mencari serta memberikan informasi tanpa batasan. Dalam
General Comments No. 34 pada Article 19 International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR) menjelaskan bahwa, “kebebasan berekspresi adalah syarat
mutlak untuk mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang

sangat penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.”** Maka dari

15 Aisyah MF, Khanif A, Arundhati BG, Tanggung Jawab Negara Turkiye Terhadap
Kasus Jamal Khashoggi Menurut Hukum Internasional, Jurnal Kajian Konstitusi, VVol. 03 No.2,
2023, hal. 146.
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itu, kebebasan berekspresi memiliki keterkaitan hubungan antara kebebasan dan

praktik diplomatik.

Perlindungan wilayah kedutaan pada dasarnya telah diakui secara universal
dan telah dipraktekkan di berbagai negara. Konsep ini muncul akibat adanya misi
diplomatik yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam Article 41 (3) VCDR 1961
mengatur secara tegas bagaimana fungsi dari penggunaan gedung perwakilan sesuai
dengan tugas diplomatiknya.'® Apabila terjadi penyalahgunaan, negara penerima
berhak menegakkan langkah-langkah seperti persona non grata dan pencabutan

kekebalan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan persona non grata ialah orang
yang tidak disukai atau sikap politik yang diambil oleh pemerintah terhadap warga
negara asing yang berada di wilayah negara tersebut serta memiliki kekebalan
diplomatik. Ketentuan tentang persona non grata terdapat pada Article 9 (1) VCDR

1961 yang menyatakan:

“The receiving state may at any time and without having to explain its
decision, notify the sending state that the head of the mission or any
member of the diplomatic staff of the mission is persona non grata or that
any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such
case, the sending state shall, as appropriate, either recall the person
concerned or terminate his functions with the mission. A person may
declare non grata or not acceptable before arriving in the territory of the
receiving state”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga poin yang dapat disimpulkan

yaitu:

16 Article 41 (3) Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961.

17 Bengi S, “Persona Non Grata dalam Hubungan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi
Wina 19617, Lex Et Societatis, Vol. 7 No. 7, 2019, hal. 10.
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(@) Negara penerima mempunyai hak untuk menyatakan bahwa seorang
diplomat dari negara pengirim dapat di persona non grata kapan saja;

(b) Negara penerima tidak memiliki kewajiban untuk memberi alasan
penetapan persona non grata tersebut; dan

(c) Negara penerima bisa mengumumkan status persona non grata bagi
diplomat negara pengirim bahkan sebelum diplomat tersebut tiba di

wilayahnya.

Kematian Jamal Khashoggi adalah salah satu dari beberapa kasus yang
ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah
kejahatan yang melibatkan tindakan pelanggaran (act of commission) dan adanya
unsur kesengajaan. Terjadinya pelanggaran HAM berat ini dikarenakan adanya
sentralisme kekuasaan. Dalam praktiknya, hal ini digunakan sebagai alasan bagi
pelaku pelanggaran HAM berat untuk menghindari hukuman dengan cara
melarikan diri ke tempat berlindung di bawah naungan negara atau pemerintah yang

berdaulat, sehingga terjadi praktik impunitas.

Menurut Prof. Diane. F. Orentlicher definisi dari impunity adalah
ketidakmungkinan de jure atau de facto untuk meminta pertanggungjawaban pelaku
pelanggaran HAM baik melalui proses peradilan pidana, sipil, maupun
administratif, karena mereka tidak bisa diperiksa atau diminta untuk memberikan

pertanggungjawaban terhadap korban.®

18 Syamsudin Radjab, Politik Hukum Pengadilan HAM di Indonesia, (Jakarta: Nagamedia,
2018), hal 311.
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Dari  penelitian ini, penulis mencoba menjawab bagaimana
pertanggungjawaban negara pengirim terhadap kasus yang menimpa jurnalis asal
Arab Saudi dan hubungannya dengan Diplomatic Premises dan kekebalan gedung
konsulat, seperti tidak dapat diganggu gugatnya tempat diplomatik dan konsuler,
agen dan sarana transportasi, serta bagaimana pandangan dalam hukum
internasional terhadap penyelesaian kasus ini agar dapat ditegakkannya keadilan
tanpa melindungi satu pihak dan mencoba menjawab bagaimana dampak yang
terjadi antara hubungan bilateral Arab Saudi dan Turki. Di sisi lain, korban masih
belum mendapat keadilan karena pembunuhan tersebut merupakan kasus
pelanggaran HAM berat dan dianggap sangat tidak mungkin terjadi tanpa izin

pangeran Arab Saudi yang kebal dari tuntutan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis
berpendapat bahwa melakukan penelitian mengenai fenomena tersebut akan sangat
menarik dengan format skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Negara
Pengirim terhadap Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik di Wilayah
Gedung Konsulat (Studi Kasus Pembunuhan Jurnalis Arab Saudi, Jamal

Khashoggi).

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban negara pengirim terhadap penyalahgunaan
kekebalan diplomatik di wilayah imunitas terhadap seorang jurnalis

bernama Jamal Khashoggi?
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2. Apakah dampak bagi hubungan bilateral antara Arab Saudi dan Turki

setelah kasus tersebut terjadi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian memiliki tujuan untuk :

1. Memberikan penjelasan bagaimana pertanggungjawaban negara pengirim
dalam hal ini Arab Saudi terhadap kasus pembunuhan Jamal Khashoggi.

2. Mengetahui dan menjelaskan apa dampak yang ditimbulkan terhadap
hubungan bilateral antara kedua negara tersebut setelah adanya kasus Jamal

Khashoggi.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan

praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam membantu
pengembangan ilmu pengetahuan secara lebih luas dan dapat memberikan
penjelasan mendalam mengenai suatu fenomena terutama dalam bidang ilmu

hukum internasional dan lebih spesifiknya hukum diplomatik.
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2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan wawasan
untuk menyelesaikan atau memberikan rekomendasi berupa arahan terhadap
permasalahan yang muncul karena adanya pelanggaran terhadap hukum

diplomatik.

E. RUANG LINGKUP

Penelitian akan fokus pada aspek hukum internasional berdasarkan Vienna
Convention on Diplomatic Relations 1961 dan Responsibililty of States for
Internationally Wrongful Acts terkait analisis secara komprehensif mengenai
pembunuhan Jamal Khashoggi dari sudut pandang kedua negara dan bagaimana
pertanggungjawaban negara serta dampak hubungan bilateral antara kedua negara
tersebut. Penelitian ini juga akan mengkaji konflik yang mungkin terjadi terhadap
kewajiban negara berdasarkan hukum hak asasi manusia dan kewajiban negara
berdasarkan hukum diplomatik dan konsuler, seperti tidak dapat diganggu gugatnya

tempat diplomatik dan konsuler, agen dan sarana transportasi.

F. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Kerangka teori ialah salah satu pendukung sebuah penelitian, dikarenakan

kerangka teori merupakan hipotesis atau suatu asumsi dasar yang memberikan
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kejelasan dalam bentuk penjelasan tentang bagaimana fenomena yang dihadapi.*
Dalam penelitian ini, penulis akan mengaplikasikan beberapa teori yang cocok
menjadi dasar terhadap masalah masalah yang akan dikaji. Adapun beberapa teori

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Negara (State Responsibility Theory)

Tanggung jawab negara pada mulanya dipahami sebagai seperangkat aturan
internasional yang mengatur kewajiban internasional negara dalam hubungannya
dengan negara lain. Adapun kewajiban ini berupa suatu negara harus membayar
kompensasi atau reparasi untuk cedera yang diderita oleh warga negaranya di
negara lain. Suatu negara telah mempunyai kebiasaan guna memperluas
perlindungan diplomatik kepada warga negaranya dimanapun mereka berada.
Aspek ini dikenal dengan perlindungan diplomatik warga negara di luar negeri.?°
Menurut Sugeng Istanto, definisi terhadap tanggung jawab negara merupakan
sesuatu kewajiban bagi negara guna memberi jawaban atas segala hal yang telah
terjadi dan kewajiban dalam memberikan perbaikan dari kerugian yang
ditimbulkan. Definisi lain tentang teori pertanggungjawaban negara dijelaskan oleh
Malcomn N Shaw bahwa, pertanggungjawaban negara harus memiliki tiga unsur

penting diantaranya adanya kewajiban hukum internasional yang berlaku,

19 Buchari Lapau, 2013, Metode Penelitian Kesehatan: Metode llmiah Penulisan Skripsi,
Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hal. 32.

20 Sucharitkul Sompong, “State Ressponsibility and International Liability Under
International Law”, Golden Gate University School of Law,Vol. 18 No. 821, 1995, hal. 823.
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perbuatan yang melanggar dan kerusakan ataupun kerugian yang ditimbulkan atas

tindakan yang dilakukan.?

Pertanggungjawaban negara ditinjau berdasarkan hukum internasional
adalah sebuah tanggung jawab suatu negara dibebankan apabila terjadi pelanggaran
hukum internasional, dimana melanggar kewajiban internasionalnya.?
Pertanggungjawaban negara adalah prinsip yang menjadi dasar dalam hukum
internasional, yang berasal dari struktur sistem hukum internasional serta teori-teori
kedaulatan dan kesetaraan negara. Hukum internasional menetapkan dasar
hukuman yang efektif bagi pelaku pelanggaran HAM berat baik dalam ranah pidana

ataupun perdata.

2. Prinsip Non-Impunitas (The No Impunity Principle)

Awal mula adanya prinsip non impunity atau prinsip memerangi impunitas
ini dimulai sejak tahun Selama tahun 1970-an, organisasi non-pemerintah, advokat
HAM, dan beberapa oposisi demokratis di Amerika Latin yang mulai menentang
amnesti bagi tahanan politik di bawah rezim diktator. Contohnya, Amnesty
Committees di Brasil dan Secretariat for Amnesty and Democracy di Paraguay,
mereka menggunakan amnesti sebagai simbol kebebasan untuk memobilisasi opini

publik melawan pemerintahan otoriter. Memasuki 1980-an, amnesti mulai dilihat

21 Glatia Angwarmasse, Skripsi: “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Pada
Gedung Konsulat,” (Ambon: Universitas Pattimura: 2020), hal. 32.

22 International ~Committee of the Red Cross, “State Responsibility”,
http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-
responsibility#:~:text=Under%20general%20international %20law%2C%20the,violation%200f%2
Qits%20international%20obligations, diakses pada tanggal 15 September 2024.



http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-responsibility#:~:text=Under%20general%20international%20law%2C%20the,violation%20of%20its%20international%20obligations
http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-responsibility#:~:text=Under%20general%20international%20law%2C%20the,violation%20of%20its%20international%20obligations
http://casebook.icrc.org/a_to_z/glossary/state-responsibility#:~:text=Under%20general%20international%20law%2C%20the,violation%20of%20its%20international%20obligations

17

sebagai jaminan impunitas ketika diktator yang menurun kekuasaannya

mengeluarkan amnesti diri sendiri untuk melindungi diri dari pertanggungjawaban.

Selanjutnya, masyarakat internasional semakin menyadari pentingnya
memerangi impunitas. Putusan Inter-American Court of Human Rights menyatakan
bahwa amnesti untuk pelanggaran berat HAM bertentangan dengan hak untuk
pengadilan yang adil. Konferensi Dunia mengenai Hak Asasi Manusia pada 1993
mendukung pandangan ini dan merekomendasikan adopsi prinsip-prinsip oleh
Majelis Umum PBB untuk memajukan perlindungan HAM dan memerangi
impunitas.” Kasus yang melibatkan kematian Jamal Khashoggi merupakan salah
satu kasus yang tergolong kedalam kasus pelanggaran HAM berat. Pelanggaran
HAM berat sendiri merupakan tindak kejahatan yang mencakup perbuatan

pelanggaran (act of commission) dan adanya unsur kesengajaan.*

Sentralisme kekuasaan yang ada menyebabkan terjadinya pelanggaran
HAM berat. Dalam praktiknya hal ini menjadikan alasan bagi pelaku pelanggaran
HAM berat untuk menghindari hukuman sehingga memunculkan apa yang dikenal
sebagai praktik impunitas. Menurut Prof. Diane. F. Orentlicher definisi dari
impunity adalah ketidakmampuan secara de jure maupun de facto untuk menuntut

pertanggungjawaban pelaku pelanggaran HAM melalui mekanisme peradilan

2 Kontras, Menolak Impunitas, serangkaian prinsip perlindungan dan pemajuan Hak
Asasi Manusia, (Jakarta: Kontras, 2005), hal. 2-4.

24 Erika, E, Rahman, A, Chairul, B, “Praktik Impunity Dalam Kasus Pelanggaran HAM
berat (Tinjauan terhadap Kasus Pembantaian Rawagede 1947)”,Sumatra Journal of International
Law, Vol. 1 No. 2, 2013, hal. 5.
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pidana, perdata, maupun administratif, dikarenakan pelaku tersebut tidak dapat

diperiksa atau diwajibkan memberikan reparasi kepada korban..

Fenomena ini telah menjadi perhatian selama bertahun tahun, maka dari itu
dalam perkembangannya, Prof. Diane. F. Orentlicher mempresentasikan laporan
nya dalam Set of Principle to Combat Impunity yang dimana menunjukkan bahwa
dalam memerangi praktik impunitas harus diadakannya pembatasan.” Hal ini
digunakan sebagai aksi dalam pengamanan terhadap penyalahgunaan untuk
memberikan impunitas kepada aturan terkait.?°Dengan menerapkan pembatasan ini
diharapkan dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dalam kasus

pelanggaran HAM.

3. Prinsip Resiprositas (Reciprocity Principle)

Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam VCDR 1961, prinsip
resiprositas telah tertanam secara implisit dalam praktik diplomatik. Menurut
Eileen Denza dalam penerapannya, prinsip resiprositas berfungsi sebagai
mekanisme jaminan bersama dan perlindungan terhadap potensi penyalahgunaan
kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Dengan memberlakukan prinsip
resiprositas, negara yang terlibat akan menjamin komitmen dalam menghormati
norma norma perilaku diplomatik. Prinsip resiprositas ini dapat diterapkan dalam

berbagai aspek hukum diplomatik, seperti pemberian kekebalan dari yurisdiksi tuan

2> Dokumen E/CN.4/2005/102.
26 Erika, Op Cit, hal. 3-4.
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rumah, tidak dapat diganggu gugatnya tempat diplomatik, hingga pembebasan dari

pajak.?’

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah proses untuk menemukan aturan, prinsip,
dan doktrin hukum dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang sedang
dihadapi.?® Pada proses penelitian mencakup pemanfaatan dari berbagai sumber

informasi untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan mendalam.

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga
dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian hukum
kepustakaan, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber pustaka yang relevan
untuk mendukung proses penelitian hukum. Metode ini disebut juga penelitian
doktrinal (Doctrinal Research), yaitu penelitian yang bertujuan memberikan
penjelasan secara sistematis mengenai aturan-aturan yang mengatur suatu bidang
hukum tertentu, menganalisis keterkaitan antara peraturan, mengidentifikasi
permasalahan yang ada, serta memprediksi kemungkinan perkembangan hukum di

masa mendatang.? Penelitian ini menganalisis bahan pustaka berikut:

a. Teori-teori hukum

%7 Eyina Nkatomba, Dumle, Callistus N, “Theoretical Basis of Diplomatic Immunity and
Privileges: Its Implications in International Politics”, Journal of Political Science and Leadership
Research, Vol 10, No. 1, 2024, hal. 62.

28 Marzuki M.P, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 35.

29 |bid, hal. 32.
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b. Peraturan hukum yang berlaku secara internasional

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi secara normatif ini dilaksanakan dalam beberapa

pendekatan, yaitu :

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan Perundang-undangan merupakan metode yang berfokus kepada
VCDR 1961 dan Responsibililty of States for Internationally Wrongful Acts dengan
hubungannya mengenai kekebalan diplomatik serta pertanggungjawaban negara
untuk memahami bagaimana penerapan kedua hal tersebut secara luas yang diikuti

oleh negara negara yang menandatangani konvensi tersebut.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini akan berfokus pada analisis mengenai cara penafsiran
undang-undang, alasan di balik keputusannya, serta dampak keputusan tersebut

terhadap kasus yang bersangkutan dan prinsip-prinsip hukum di masa depan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer
a) Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina
tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik)
b) Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Konvensi Wina tahun

1963 tentang Hubungan Konsuler)
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c) Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
d) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948
e) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

f) Statue of the International Court Justice.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah sumber hukum yang memberikan
penjelasan lebih lanjut mengenai Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam
penelitian ini. Jenis data yang digunakan meliputi buku-buku hukum seperti skripsi,
tesis, disertasi dan jurnal jurnal hukum, serta sumber lainnya yang relevan dengan
topik penelitian.3® Bahan hukum sekunder penting untuk membantu penulis dalam

memperdalam pemahaman tentang isu yang sedang dianalisis.
3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier ialah sumber informasi berupa penjelasan utama
yang berasal dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan

Hukum Tersier dalam penelitian ini yaitu:

a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
b) Kamus Hukum;
c) Ensiklopedia;

d) Bahan lainnya yang relevan dari internet.

30 Marzuki M.P, Op Cit, hal. 155.
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teknik penelitian kepustakaan
(library research). Library research adalah teknik pengumpulan data yang
dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui bahan hukum primer, sekunder
serta tersier seperti buku, jurnal hukum, dokumen dan lainnya yang relevan.3!
Teknik pengumpulan data menggunakan library research dapat membantu peneliti
dalam mengeksplorasi berbagai sumber informasi yang diperlukan untuk

mendukung analisis mengenai isu hukum yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penafsiran hukum. Dalam konteks
hukum, penafsiran ini bertujuan untuk memahami dan menetapkan makna atau
implikasi dari suatu teks atau pasal hukum sesuai dengan konteksnya. Metode ini
dapat mencakup berbagai pendekatan, termasuk penafsiran tata bahasa, analisis
historis, teologis, logis, futuristik, komparatif, dan autentik.*> Penafsiran dalam
penelitian ini bertujuan dalam mengevaluasi norma hukum yang berlaku, putusan
pengadilan dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dianalisis
menggunakan pendekatan kualitatif terutama dalam kerangka peraturan perundang
undangan agar dapat mencapai pemahaman yang komprehensif mengenai
ketentuan hukum terkait agar menjadi saran dan dapat diterapkan dalam penegakan

hukum.

31 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hal. 31.
32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Majul, 2008), hal. 35.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan analisis deskriptif kualitatif
terhadap data yang sudah dikumpulkan, dengan fokus pada pemecahan masalah
yang diteliti melalui perincian data yang didapatkan dari studi kepustakaan (library
research).®® Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode
deduktif, yang dimulai dengan proses berpikir berdasarkan fakta atau premis
umum, kemudian menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang lebih spesifik.
Hasil penelitian ini kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti
untuk memperoleh kesimpulan yang lebih rinci dan menjawab isu yang diangkat

dalam penelitian ini.

33 Soerjono Soekanto,Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 52.
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Peraturan Perundang-undangan

Interrnational Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Responsibilty of States for Internationally Wrongful Acts.

Rome Statute of the International Criminal Court

Statute of the International Court Justice.

United Nations Charter (UN Charter)

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Vienna Convention on Consular Relations 1963 (Konvensi Wina tahun 1963
tentang Hubungan Konsuler)

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 (Konvensi Wina tahun 1961
tentang Hubungan Diplomatik).
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